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BAB II 

 TINJAUAN TEORITIS TENTANG  H{AD{HA<NAH 

 

A. PENGERTIAN H{AD{HA<NAH  DAN DASAR HUKUM H{AD{HA<NAH 

1. Pengertian h{adh{a<nah 

H{adh{a<nah menuurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia 

h{adh{a<nah -yahdunu–hadan “, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.1 

selain itu juga bermakakna mendekap, memeluk, mengasuh,  dan merawat.2 

Sedangakan menurut istilah, Hadanah berarti: pemeliharaan dan 

pendidikan anak sejak lahir sampai sanggup beridiri sendiri, mengurus dirinya 

sendiri yang dilakukan oleh kerabat 3 

 Dalam istilah fiqih, Hadanah berarti mengasuh anak kecil atau anak 

yang abnormal atau belum dapat hidup mandiri, menjaganya dari hal-hal yang 

membahayakan, memberi pendidiakan fisik ataupun psikis, dan 

mengembangakan kemampuan intelektualnya agara sanggup memikul 

tanggung jawab hidupnya.4 

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa Hadanah adalah melakukan 

pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki, perempuan, atau yang 

1 Mahmud yunus, kamus arab-indonesia, (Jakarta:hidakarya agung,1989), 105 
2 Ahmad warson munawwir, kamus arab- Indonesia al munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), cet 
ke 1,295. 

3 Abdul Rahman Ghazaly, fiqh munakahat, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003}}), 175. 
4 Sulaiman Rasyid, fiqh islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo1998),cet ke 47,306. 
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sudah besar tetapi belum mumyyiz tanpa perintah yang darinya, meyediakan 

sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan 

merusaknya, mendidik jasmani dan rohani serta mampu beridiri-sendiri 

menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. 

2. Pengertian H{ad}}ha>nah menurut Kompilasi Hukum Islam 

Pemeliharaan anak (h}adh}}a>nah) terdiri dari dua kata yaitu kata 

“pemelihara” dan kata “anak”, pemeliharaan berasal dari kata “pelihara” yang 

memiliki arti jaga, rawat. Sedangkan kata pemeliharaan berarti proses, cara, 

perbuatan, memeliharakan, penjagaan, perawatan, pendidikan.5 

Menurut Yahya Harahap, pemeliharaan adalah tanggung jawab orang tua 

untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya, serta mencukupi 

kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua.6 Jadi pemeliharaan anak tersebut 

meliputi pengawasan, pelayanan dan pembelanjaan dalam arti yang luas. 

Pengawasan berarti membentuk lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik 

jasmani maupun rohani, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa 

sosial. Pelayanan berarti menanamkan rasa kasih sayang orang tua terhadap 

anak.7 Sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan primer atas tempat 

tinggal,makanan dan pakaian menjadi kebutuhan hidup yang lebih ditekankan 

pada soal nafkah. 

5Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) 
cet ke 2, 661 
6Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: CV. Zahir Trading, 1975), cet ke 1, 204 
7 Ibid, 204 
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Yahya Harahap tidak memasukkan pendidikan sebagai bagian dari 

pemeliharaan, hal ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 

1974 yang memisahkan pemeliharaan dengan pendidikan, namun keduanya 

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan istilah pemeliharaan anak 

yang dimuat dalam bab XIV pasal 98, 105, dan 106. Dalam pasal 98 dijelaskan 

bahwa batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 12 tahun, 

sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum 

menikah. 

Pasal 105 dan 106 secara eksplisit mengatur masalah kewajiban 

pemeliharaan anak dan harta. Dalam pasal tersebut dijelaskan jika terjadi 

perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum mencapai umur 

12 tahun adalah hak ibunya, jika sudah mumayyiz maka anak tersebut disuruh 

memilih siapa diantara ayah atau ibu yang memegang hak pemeliharaannya. 

Namun biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya, selain itu juga orang 

tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum 

dewasa, dan orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan dan kelalaian dari kewajiban orang tua tersebut. 

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) batas usia anak yang wajib 

diasuh adalah yang belum mencapai usia 12 tahun dan belum dapat mengurus 
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dirinya sendiri sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental, selain itu 

anak yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap dewasa, dan pada 

masa tersebut orang tua tidak berkewajiban memberikan pemeliharaan dan nafkah 

kepada anak. Begitu juga pasal 156 point a menjelaskan akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian, bahwa anak yang belum mumayyiz berhak 

mendapatkan h}ad}}a>nah dari ibunya, kecuali bila telah meninggal dunia, maka 

kedudukannya dapat digantikan. 

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156 point c 

dinyatakan apabila pemegang h}ad}}ha>nah ternyata tidak menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan h}adh}}a>nah telah dicukupi, 

maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 

memindahkan hak h}ad}}ha>nah kepada kerabat lain yang mempunyai hak h}ad}}ha>nah 

pula. Mengambil dari syarat-syarat yang terdapat pada pasal 49 ayat 1 Undang-

Undang Perkawinan dan pasal 156 point c Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka 

seorang pengasuh harus dapat dipercaya dan mampu untuk melaksanakan 

kewajban dan pemeliharaan dan pengasuhan anak (h}adh}}a>nah), disamping itu 

seorang pengasuh harus taat beribadah. 

Berdasarkan uraian diatas pemeliharaan dan pendidikan anak pada 

dasarnya adalah usaha-usaha untuk memelihara, menjaga kelangsungan hidup 

anak dengan memperhatikan segala kebutuhan hidupnya baik kebutuhan jasmanai 
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maupun rohani, semata-mata demi kesejahteraan anak sehingga anak dewasa atau 

telah berumur 21 tahun. 

B. Dasar Hukum H}ad}}ha>nah  

Pengasuhan merupakan hak setiap anak, dan orang pertama yang memiliki 

kewajiban itu adalah hak kedua orang tuanya. Sebagaima Firman Allah dalam 

surat At Tahrim ayat (6) 

                          

                       

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari 
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan”.8 
Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara keluarganya 

dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan 

perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Swt, termasuk dalam keluarga yaitu anak, 

karena pada hakikatnya adalah sebuah anugrah dari Tuhan. 

Dan Allah Swt juga Berfirman dalam surat al-baqarah ayat 233 yang berbunyi: 

8 Departemen Agama RI, Alqur’an Dan Terjemah, (Bandung,J-ART, 2005), 57. 
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Artinya : “para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, 
adalah bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah 
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak 
dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu 
menderita kesengsaraan anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun 
berkewajiban demikian. Apabila keduannya ingin menyapih (sebelum dua tahun) 
dengan kerelaan keduannya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas 
keduannya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak 
ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. 
Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa 

yang kamu kerjakan9 
Ayat tersebut memberi gambaran kepada kita bahwa mengasuh anak 

adalah sebuah kewajiban, bahkan membimbing anak dari menyusui hingga 

menafkahi, akan tetapi membimbing itu tanpa membebani siapapun baik ayah 

9 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), 149. 
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atau ibu maka dari itu dalam ayat tersebut tidak ada paksaan dalam merawat dan 

membimbing anak.  

Selain ayat-ayat itu, UU No.1 tahun 1974 tepatnya pasal 45 juga 

menjelaskan tentang perihal pengasuhan anak, diantaranya ayat 1 dan 2 : Pasal 45 

1) Kedua orang tua wajib memlihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikya. 

2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1)  pasal ini berlaku sampai 

anak itu kawin atau dapat berdiri-sendiri, kewajiaban itu berlaku terus  

meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.  

Selain itu, Pasal 45 ayat (2) undan-undang nomor 1 tahun 1974 yang  

merupakan kesinambungan dari pasal 41 (a) UU No. 1 Tahun 1974 yang 

menerangkan bahwa: 

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak bilamana ada 

perselihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi 

keputusannya10. 

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan tentang 

pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian, Pasal tersebut menerangkan 

bahwa: 

10 Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan.  
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a. Pemeliaharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun 

adalah hak ibunya. 

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak 

untuk memelih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegan hak asuh 

pemeliharaannya. 

c. Baiaya pemeliaharaan yang ditanggung oleh ayahnya.11 

Di samping itu, UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

jugan menjelaskan tentang hal pengasuhan anak, yaitu  Pasal 26 

1.  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. mengasuh, memelihara.mendidik, dan melindungin anak 

b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya 

c. mencegah terjadinya perkawianan usia muda.12 

 

C. Syarat- syarat h}ad}}a>nah 

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelummya, bahwa hadanah 

adalah hak setiap anak. Dia berhak atas pengawasan, penjagaan, pemeliharaan, 

dan lain sebagainya. yang mana tujuan dari semua itu adalah mewujudkan 

11 Tim Redaksi Nuanasa Aulia ,kompilasai hukum islam,(Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 52-53. 
12 Undang-Undang  No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003) 
13-14 
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kemaslahatan di dunia dan akhirat.13  Seorang anak akan mejadi penolong bagi 

orang tua di kala usia orang tuanya telah lanjut usia serta dapat menyambung 

kehidupan orang tua setelah mereka wafat, yaitu berupa amal kebaikan. 

Melihat begitu pentingnya proses pengasuhan anak, maka munculah 

persyaratan tertentu untuk dapat mengasuh dan membimbingseorang anak, 

sehingga banyak ulama fiqih yang mengatakan hal tersebut. 

Diataranya Sayyid Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah; seoarang pengasuh 

yang menangani dan meyelenggarakn kepentingan anak kecil yang diasuhnya 

memiliki kecukupan dan kecakapan secara mental dan finansial. Kecukupan dan 

kecakapan tersebut memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika salah satu syarat 

tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban menyelenggarakan 

hadanahnya. Di ataranya syarat-syarat tersebut adalah: 

1. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak 

boleh menangani hadanah. 

2. Karena mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Sebab itu pengasuh 

tidak boleh diserahi mengurus orang lain. Maka dari itu orang yang tidak 

punya apa-apa tentulah ia tidak dapat memberi apa-apa kepada orang lain. 

3. Dewasa, sebab anak kecil sekaipun mumayyiz, tetapi ia tetap membutuhkan 

orang lain yang dapat mengurusi urusannya dan mengasuhnya kerena dia tidak 

boleh menagani urusan orang lain  

13 Abdul Hakam, As Sya’idi, menuju keluarga sakinah, penerjemah abd. Hayyie al kattani 54. 
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4. Amanah dan berbudi, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan 

tidak tidak dapan di percaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan 

baik. Bahkan si anak akan meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang 

ini. 

5. Islam, anak yang kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh non muslim 

sebab hadanah merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak 

membolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.14 

Berbeda dengan yang dikemuakan oleh Asywadie syukur, bahwa diantara 

syarat- syarat bagi seorang pengasuh adalah :  

1. Harus mencapai usia Baliqh 

2. Berakal 

3. Terdiri dari orang-orang yang baik serta mempunyai sifat sebagai seoarang 

pengasuh yang dapat dijadiakn pengasuh  

4. Anggota tubuh sempurna 

5. Bersuami, sedangkan agama tidak menjadi syarat.15 

Beberapa Fuqaha berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya anak 

diasuh oleh non-muslim.16 Ulama Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali 

mensyaratkan bahwa pengasuh harus seorang muslim atau muslimah, karena 

orang non Islam tidak punya kewenangan dalam mengasuh dan memimpin orang 

14 Sayyid sabiq, fiqihh sunnah, (Bandung: PT Al Ma’Arif, 1996) cet ke 2 ,jilid 9, 179. 
15 Asyywadi syukur, intisari hukum perkawinan dan kekulargaan dalam isalm, 30. 
16Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh ‘ala> Madha>hib al-Arba‘ah, (Beirut: Dar al-Fikr), jilid IV, 596-598. 
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Islam, disamping itu dikhawatirkan juga pengasuh akan akan menyeret anak itu 

masuk ke dalam agamanya. Akan tetapi ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab 

Maliki tidak mensyaratkan pengasuh itu seorang muslimah, jika ia wanita. Alasan 

mereka adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW 

menyuruh memilih pada anak untuk berada di bawah asuhan ayahnya yang 

muslim atau pada ibunya yang musyrik, tetapi anak itu memilih ibunya. Lalu 

Rasulullah SAW bersabda : 

هَا فأََخَذَهَا. رواه ابو داود  17اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتِ الصَّبِيَّة إلىَ أبَيِـْ

Artinya : “Ya Allah, tunjukin hati anak perempuan itu, hatinya kepada ayahnya”. 
(HR. Abu Daud). 

Dalam hal ini pengasuh anak adalah laki-laki, timbul pertanyaan apakah 

disyaratkan ia seorang muslim. Ulama Madzhab Hanafi mensyaratkan pengasuh 

laki-laki harus sama-sama muslim dengan anak yang diasuhnya. Akan tetapi, 

Ulama Madzhab maliki tidak mensyaratkan laki-laki pengasuh harus seorang 

muslim.18 

Akan tetapi alangkah lebih baik kalau seandainya anak tersebut, baik anak 

laki-laki ataupun anak perempuan jika diasuh oleh orang yang seagama 

dengannya (Islam), dan tidak dibenarkan anak tersebut diasuh oleh non muslim. 

Pada Dasarnya adalah demi kemaslahatan dan sebagai sarana preventif (sad al-

17Sunan Abi Daud, Syamilah, Al Maktabah Al Syamilah, (Al-Qahirah: Daarul Fikr, 2008), juz ke 4, No. 
2244, 681 
18Andi Syamsu Alam dan H. M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Hukum Islam, (Jakarta: 
Prenada Media Group, 2008) cet ke 1, 123. 
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dzari’ah) agar anak tersebut tetap konsisten dengan agamanya dan tidak 

terpengaruh dengan agama pengasuhnya. Karena secara praktis biasanya anak-

anak akan mengikuti agama dan tradisi orang tua atau orang-orang yang sering 

berkomunikasi dengan mereka. 

1. Syarat khusus untuk pengasuh wanita19 

Menurut para ahli fiqih syarat khusus untuk pengasuh wanita adalah 

sebagai berikut : 

a. Wanita pengasuh tidak mempunyai suami (belum kawin) setelah dicerai 

suaminya.  

b. Wanita pengasuh merupakan mahram (haram dinikahi) anak, seperti ibu, 

saudara perempuan ibu dan nenek. Oleh sebab itu, menurut Ulama fiqih, 

saudara perempuan ibu tidak boleh menjadi pengasuh anak itu, karena 

bukan mahramnya. 

c. Menurut ulama Madzhab Maliki, pengasuh tidak boleh mengasuh anak 

tersebut dengan sikap yang tidak baik, seperti marah dan membenci anak 

itu. Ulama fiqih lain tidak mengemukakan syarat ini. 

d. Ulama Madzhab Syafi’I dan Madzhab Hambali menambahkan syarat, 

apabila anak asuh masih dalam usia menyusu pada pengasuhnya, tetapi 

ternyata air susu pengasuhnya tidak ada atau ia enggan untuk 

menyusukan anak itu, maka ia tidak berhak menjadi pengasuh. 

19Ibid, 124 
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2. Syarat-syarat khusus bagi laki-laki 

Jika anak kecil tersebut tidak memiliki pengasuh wanita, maka 

pengasuhnya dapat  dilakukan oleh kaum pria, selagi ia memiliki syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a. Jika pengasuhnya adalah mahram (haram dinikahi) 

Para fuqaha membolehkan untuk melakukan h}ad}h}a>nah bagi wanita oleh 

pria yang muhrim baginya, baik anak tersebut masih kecil, disenangi atau 

tidak disenangi pengasuh laki-laki, ketika tidak ada wanita yang berhak 

melakukan h}ad}}ha>nah baginya. 

b. Pengasuh yang bukan mahram (boleh dinikahi) 

Jika ada orang yang bukan muhrim bagi anak, maka itu diperbolehkan 

dengan syarat pengasuh tersebut memenuhi kriteria h}ad}}ha>nah, yakni 

adanya wanita yang ikut membantu laki-laki tersebut dalam mengasuh 

anak.20 

 

D. Hak H{ad}}ha>nah Sebelum Mumayyiz Kepada Ayah 

Pada umumnya Fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak 

h}ad}}a>nah. Namun hak h}ad}}a>nah dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan si ibu 

20Huzaemah T. Yanggo, Fiqih Anak, Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak Serta            
Hukum-Hukum Yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak, (Jakarta: Al-Mawardi, 2004), 134. 
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telah melakukan selingkuh terhadap suami seperti murtad21, berperilaku tidak 

terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering 

keluar rumah dan mengabaikan anak yang diasuhnya.22 Tujuan dari keharusan 

tidak adanya perilaku diatas adalah dalam upaya memelihara dan menjamin 

kesehatan, pertumbuhan moral dan perkembangan psikologis anak.23 

Di samping alasan-alasan yang dikemukakan diatas, menurut jumhur 

ulama isteri yang menikah lagi dengan laki-laki lain dapat menggurkan hak 

h}ad}}a>nahnya. Akan tetapi, jika laki-laki tersebut memiliki kasih sayang pada anak, 

maka hak h}ad}}a>nah ibu tersebut masih berlaku.24 Berbeda dengan pendapat jumhur 

ulama madzhab Syi’ah Imamiyah,yang mengemukakan bahwa hak h}ad}}ha>nah ibu 

gugur secara mutlak disebabkan perkawinannya dengan laki-laki lain, baik laki-

laki tersebut memiliki kasih sayang atau tidak.25 

Dalam pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah dijelaskan 

bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap 

seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua 

yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara yang telah dewasa 

atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal : 

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya. 

21Wahbah Al-Zuhaili, Al-FiqhuAl-Isla>mi Wa Adilla>tuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), cet ke 3, 7306 
22 Ibid, 7298  
23Muhammad Jawad Mughniyyah, Fiqh Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2001), 308. 
24Ibnu Qudamah, al-Mughniy, (Kairo: Mathba’ah al-Qahirah, 1969), 299. 
25Andi Syamsu dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Persfektif Hukum Islam, (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2008), cet ke 1, 132. 
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b. Ia berkelakuan buruk sekali. 

Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat-syarat untuk 

mendapatkan hak asuh anak, yakni dalam pasal 156 poin c yang menjelaskan 

bahwa apabila pemegang h}ad}}a>nah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan 

jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan h}ad}}ha>nah  telah dicukupi, 

maka atas perminmtaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat 

memindahkan hak h}adh}}a>nah ke kerabat lain yang mempunyai hak h}ad}}ha>nah pula. 

Selain dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum 

Islam, penjelasan tentang hak asuh anak apabila isteri telah melakukan selingkuh 

juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 30 No. 23 Tahun 

2002 yang menjelaskan bahwa :26 

1. Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, melalaikan 

kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau hak 

asuh orang tua dapat dicabut. 

2. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa hak asuh 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan 

Pengadilan. 

Penjelasan pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menjelaskan bahwa : 

26Undang-undang No 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003), 16. 
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1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak 

2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau 

karena suatu sebab,  tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung 

jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa fiqih tidak mengatur secara 

rinci tentang hal yang dapat menggugurkan hak h}adh}}a>nah. Pengguguran hak 

h}ad}}ha>nah dapat dipahami dari persyaratan-persyaratan terhadap pemegang hak 

h}adh}}a>nah. Adapun alasan-alasan digugurkannya hak h}ad}}ha>nah seseorang antara 

lain tidak bisa dipercaya, berperilaku tidak terpuji, membahayakan kepentingan 

anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang 

Tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang pengasuhan anak yang dapat 

dicabut oleh pengadilan apabila si isteri benar-benar telah melalaikan 

kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya serta berkelakuan buruk yang 

akan menimbulkan dampak negatif bagi kesejahteraan dan masa depan anak. 
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Suatu ketika datang sepasang suami istri kepada Rasulullah saw. Untuk 

meminta penetapan siapa yang lebih berhak untuk mengasuh anak, sedangkan 

mereka sudah bercerai. Dalam hadits nabi Rasulullah menyatakan: 

بن سعيب  ني عمروحدثعن ابي عمر ويعني الاوزاعي  ثنا الوليدحد يلد السلمثنا محمود بن جاحد
وإن أباه  وحجري له حواءن يطني له وعاء وثديي له سقاء عن جده عبد الله ان ابني هذا كا عن ابيه

  )ن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تنكحي (رواه أبوداودطلقني وأراد أ
Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid as- syulamiy : telah 

menceritakan  kepada kami al-wahid, dari ‘amru – yaitu al-azu’iy. Telah 
menceritakan kepdaku pada ‘amru bin syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya 
‘abdullah bin ‘amru : bahwasannya ada seseorang wanita berkata : “wahai 
rasullah, sesungguhnya ankku ini, perutku adalah tempatnya, dan puting susuku 
adalah tempat minumnya, dan pengakuanku adalah rumahnya ; sedangkan 
ayahnya telah menceraikan dan ingin memisahkannya dariku .” lalu kemudian 
rasullah shallallhu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya : engkaulah lebih berhak 
terhadapnya selama eengkau belum menikah. (Diriwayatkan oleh Abu Daud).27 

Hadits tersebut di atas menjelaskan bahwa ibulah yang lebih berhak untuk 

memilihara anaknya selama ia belum menikah dengan orang lain, dengan kata lain 

jika ibunya menikah maka praktis hak hadhanahnya itu gugur lalu berpindah 

kepada ayahnya. Karena jika ibunya menikah dengan orang lain, besar 

kemungkinan perhatiannya akan beralih kepada suaminya yang baru, dan 

mengalahkan bahkan bukan tidak mungkin ia akan mengorbankan anaknya 

sendiri. 

 

 

27 Syaikh Nashiruddin al-Albani, Shahih Sunan Abi Dawud,  (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyir wa 
al-Tawzi’ 1998), juz,II, 32. 
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